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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dengan 

pembagian daerah yang terdiri dari ruang lingkup yang luas sampai yang terkecil 

yaitu Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota yang dibagi atas Kecamatan dan 

Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Pemerintah pusat memiliki 

urusan pemerintahan absolut dengan melaksanakan urusan politik luar negeri, 

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter fiskal nasional dan agama, sehingga akan 

mengalami kesulitan untuk menjangkau seluruh urusan pemerintahan lainya tanpa 

bantuan dari pemerintahan daerah.  

Pasal 18 UUD 1945, ayat 1 menerangkan bahwa negara kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas 

Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu 

mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang, pemerintah daerah 

memiliki wewenang berdasarkan otonomi daerah yang berpatokan pada 

desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. 

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 

Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah 

pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di 

wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai 

penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Tugas Pembantuan adalah 
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penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan 

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau 

dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

Provinsi. 

Pembentukan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dimana dalam 

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi 

yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan 

pemerintahan umum. Urusan pemerintah absolut merupakan urusan pemerintahan 

yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, urusan pemerintahan konkuren 

merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, 

pemerintahan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan 

umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai 

kepala pemerintahan. 

Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa: 

Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(1) meliputi: 

a. kelautan dan perikanan; 

b. pariwisata; 

c. pertanian 

d. kehutanan; 

e. energi dan sumber daya mineral; 

f. perdagangan; 

g. perindustrian; dan 

h. transmigrasi. 
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Terkait dengan adanya urusan Pemerintahan pilihan yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota yang salah satunya 

adalah bidang pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan 

peranan besar bagi pembangunan suatu daerah sekaligus memberikan kontribusi 

bagi perolehan devisa maupun penciptaan kesempatan kerja. Melihat peranan dan 

kontribusi yang begitu besar maka kekayaan pariwisata perlu dikembangkan 

secara berkelanjutan. Pengembangan pariwisata harus tetap mengedepankan unsur 

lokalitas masyarakat tempatan yang ada. Sehingga konsep pengembangan 

pariwisata merupakan konsep kesisteman yang utuh, terintegrasi, dan bersifat 

multi sektor.  

Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik 

perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan 

perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri. Pariwisata 

merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi 

yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam 

mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan. Kebudayaan 

merupakan hasil budidaya manusia yang selalu tumbuh dan berkembang. 

Kebudayaan sudah sejak lama menjadi salah satu garapan dan pembangunan 

nasional. Budaya merupakan salah satu bagian aset kepariwisataan yang memiliki 

corak beraneka ragam di bumi nusantara ini.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 06 tahun 2008 

tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Kampar memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah 
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dibidang Kepariwisataan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar memiliki tugas fungsi antara lain:  

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasional, pembangunan 

dibidang kepariwisataan dan kebudayaan.  

2. Melaksanakan penyusunan program kegiatan operasional dan 

pembangunan bidang kepariwisataan dan kebudayaan.  

3. Penetapan inventaris dan pengaturan obyek wisata.  

4. Pemberian izin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar 

dan restoran.  

5. Pemberian izin dan pengawasan usaha festival kesenian dan budaya.  

6. Pemberian izin dan pengawasan usaha obyek wisata dan tempat 

hiburan lainnya.  

7. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan 

dan kebudayaan.  

8. Penyelenggaraan kerjasama internasional dibidang kepariwisataan dan 

kebudayaan. 

9. Penyelenggaraan standar dan norma sarana pariwisata dan 

kebudayaan.  

10. Penyelenggaraan promosi kepariwisataan dan kebudayaan daerah.  

11. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa dibidang kebudayaan dan 

pariwisata.  

12. Penyelenggaraan sistem bidang pariwisata dan kebudayaan daerah.  

13. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organisasi 

Dinas.  

14. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.  

15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai 

dengan bidang tugasnya.  

 

 Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan juga 

disebutkan sebagaimana bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam 

mengelola, menjaga dan meningkatkan potensi wisata yang dimiliki, kemudian 

pengembangan dan pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, 

berkelanjutan dan bertanggungjawab. Maka di dalam pengembangan pariwisata 

dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Pembangunan pada prinsipnya 

merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan 
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secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk menuju modernisasi 

dalam rangka mensejahterakan rakyat baik secara lahir maupun batin.  

 Berkaitan dengan Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar dalam 

pengembangan obyek wisata yaitu membuat suatu perencanaan pariwisata, 

Berdasarkan Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, maka telah disusun Program dan Kegiatan 

Prioritas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2015 

sebagai berikut:  

1. Pengembangan Nilai Budaya.  

2. Pengelolaan Keragaman Budaya.  

3. Pengelolaan Kekayaan Budaya. 

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.  

5. Pengembangan Kemitraan. 

6. Pengembangan Destinasi Pariwisata. 

7. Pengembangan Pemasaran Pariwisata.  

 Perencanaan ini nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi jumlah angka pengangguran. Kampar 

adalah salah satu Kabupaten di Riau yang memiliki destinasi wisata indah dan 

menakjubkan. Jika objek wisata di Kampar diperhatikan dan diurus, bukan tidak 

mungkin daerah akan menjadi tujuan wisatawan utama dalam beberapa tahun ke 

depan.  
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Tabel 1.1 Jenis dan Nama Objek Wisata di Kabupaten Kampar. 

No Jenis Wisata Nama Objek Wisata 

1 Wisata alam a. Taman Rekreasi Stanum 

b. Air Terjun Merangin 

c. Hutan Wisata Rimbo Terantang 

d. Kawasan Bangkinang Siabu 

e. Air Terjun Alahan 

3 Wisata Sejarah a. Candi Muara Takus 

b. Istana Kerajaan Gunung Sahilan 

c. Museum Kandil Kemilau Emas 

5 Wisata Religius a. Masjid Jami’ 

b. Makam Syekh Burhanuddin 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2017. 

 Salah satu obyek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan 

menjadi obyek wisata unggulan dan daya tarik wisata adalah Candi Muara Takus. 

Candi Muara Takus adalah salah satunya candi yang ada di Provinsi Riau. Ramai 

dikunjungi pada hari hari libur, terutama saat libur panjang sekolah. Candi Muara 

Takus Terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar atau 

jaraknya kurang lebih 135 kilometer dari Kota Pekanbaru. Jarak antara kompleks 

candi ini dengan pusat Desa Muara Takus sekira 2,5 kilometer dan tak jauh dari 

pinggir Sungai Kampar Kanan. Kompleks candi ini dikelilingi tembok berukuran 

74 x 74 meter, di luar arealnya terdapat pula tembok tanah berukuran 1,5 x 1,5 

kilometer yang mengelilingi kompleks ini sampai ke pinggir Sungai Kampar 

Kanan. Di dalam kompleks ini terdapat pula bangunan candi Tua, Sandi Bungsu 

dan Mahligai Stupa serta Palangka. 

 Pemerintah kabupaten Kampar dalam hal ini Dinas Kebudayaan 

Pariwisata dan Kebudayaan mulai melakukan pengembangan objek wisata Candi 

Muara Takus, untuk mengembangkan objek wisata tersebut Dinas Pariwisata dan 
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Kebudayaan kabupaten Kampar menyusun program pengembangan antara lain 

sebagai berikut:  

1. Program pengembangan destinasi pariwisata  

2. Program pemasaran objek wisata  

3. Program pengembangan kemitraan  

Tabel 1.2 Anggaran Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Pariwisata Kabupaten kampar Tahun 2016. 

 

No Keterangan Jumlah Anggaran 

1 Pengembangan objek wisata Rp. 320.000.000,- 

2 Pemasaran objek wisata Rp.   16.500.000,- 

3 Pelatihan Rp.   12.000.000,- 

Jumlah Rp. 348.500.000,- 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2017. 

Berdasarkan anggaran tersebut dapt dikatakan bahwa angaran untuk bidang 

pariwisata dalam pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana objek 

wisata di Kabupaten Kampar adalah sebesar Rp. 348.500.000,- yang dianggarkan 

melalui APBD Kabupaten Kampar. 

Dengan dikembangkannya obyek wisata Candi Muara Takus, maka  obyek 

wisata ini akan lebih maju dan berkembang, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi. Menurut 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 tahun 2007 tentang Retribusi 

tempat Rekreasi dan Objek Wisata, pada Pasal 1 huruf (h) disebutkan bahwa “ 

Retribusi tempat rekreasi dan objek wisata adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran pelayanan di bidang kepariwisataan yang disediakan atau diberikan 

oleh pemerintah Kabupaten Kampar. 
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 Menurut pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 tahun 

2007 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Objek Wisata, besarnya tarif objek 

wisata Candi Muara takus adalah: 

Tabel 1.3 Besarnya Tarif  Obyek Wisata Candi Muara Takus 

Jenis Pelayanan Golongan Tarif 
Besar Tarif 

Hari Biasa Hari Libur /Minggu 

Masuk Lokasi 
- Anak-anak 

- Dewasa 

Rp. 2000,- 

Rp. 3.000,- 

Rp. 3.000,- 

Rp. 4.000,- 

Sumber: Perda Kab. Kampar Nomor 23 tahun 2007  

Berdasarkan tabel di atas bahwa tarif tiket masuk pada objek wisata Candi 

Muara Takus cukup terjangkau. Dengan harga tarif diatas yang cukup terjangkau, 

seharusnya objek wisata Candi Muara Takus ramai di kunjungi oleh pengunjung. 

Tapi, pada kenyataannya, kunjungan sangatlah sepi pada objek wisata Candi 

Muara Takus. Hal ini terbukti dari tabel berikut: 

Tabel 1.4 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Candi Muara Takus tahun 2014-

2017. 

 

No Tahun Jumlah Pengunjung 

1 2014 983 orang 

2 2015 754 orang 

3 2016 637 orang 

4 2017 588 orang 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2017. 

 Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah pengunjung obyek 

wisata Candi Muara Takus mengalami penurunan setiap tahunnya. Dimana pada 

tahun 2014 jumlah pengunjung obyek wisata Candi Muara Takus berjumlah 983 

orang, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 754 orang dan terus 

mengalami penurunan menjadi 637 orang pada tahun 2016 dan 588 orang pada 

tahun 2017. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis kepada masyarakat, 

terdapat fenomena atau kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Muara Takus, antara lain 

yaitu:  

1. Kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung 

pengembangan objek wisata Candi Muara Takus oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Kampar. 

2. Kurangnya promosi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Kampar terhadap objek wisata Candi Muara Takus. 

 Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul: ”Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

Dalam Pengembangan Obyek Wisata (Studi Pengembangan Objek Wisata Candi 

Muara Takus)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian fenomena di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian yaitu: Bagaimanakah peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar dalam pengembangan obyek wisata Candi Muara Takus ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

dalam pengembangan obyek wisata Candi Muara Takus. 
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2. Kegunaan Penelitian  

 A. Kegunaan Teoritis 

1. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya 

teoritis dengan kenyataan  yang ada dilapangan. 

2. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan 

penulis tentang peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar dalam pengembangan obyek wisata Candi Muara 

Takus. 

B. Kegunaan Praktis  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang  

peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

dalam pengembangan obyek wisata Candi Muara Takus. 

2. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

reverensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian yang akan datang. 

3. Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-phak yang membutuhkan, 

terutama untuk peneliti sendiri. 


